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bahwa sesuai berdasarkan ketentuan Psal 1O4

ayat {2} Feraturan menteri dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2OL7 tentang Tata Cara Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah darl
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah
Daerah Serta Tata Cara Perubatran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana. Kerja Pemerintah Daerah ?atrun 2O2l
perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabrrpaten Barito
Timur Tahua Anggaran 2022;

Undarag-Undang Nomor 5 Tahun 2OOZ tentang
Pembentukan Kabupaten Katiagan, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung
Raya darr Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah {l,embaran Negara Republik
IndonesiaRepublik IndonesiaRepublik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Republik Iadonesia Nomor a18O);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2871;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendahara€rn Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2AO4 Nomor 5,
Tambahan L,embaran Nega.ra Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistern Pereacanaan Pembangunan Nasional

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaZll;

Undang-Undang Nomor 33 Tah-un 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
L26, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indsnesia Nomor aa38);

Undang-Uadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indoaesia Tahun 2AL4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 55S7) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir deregan Undar:g-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 11 Tahua 2A2O hntang
Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indoaesia Tahua 2A2A Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573i;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOB

tentang Ta}raparl Tata Cara Pen5rusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Reacana Pembangunan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
2!, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indorresia Nomor a8l7l;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 60a1);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLg

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Al9 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indoaesia Nomor 63221;

Peraturan ksiden Nomor 18 Tahun 2A2O

tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional {RPJM-N} Tahun 2A2A-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A2A Nomor 1O);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2A2A

tentang Rencana Kerja Pemerintah {RKP} Tahun
2021 {I"embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A20 Ncmor 2O1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun z0fi tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evahrasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peratu:an Daerah tentgng Rencana
Pembangunan Jang*a Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Ce-r:a Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pernerintah Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ZALZ Nomor L3l2l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun 2O2A tentang Peraturan Pelaksanaan
Pereaturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2419
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ({Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahurr 2O2O tentang Pedomarr Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tahun 2O2L tentang Pedoman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Nomor LZ

PenJrusrrnan
Tahun 2022
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t7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 16 Tahun 2OOB Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah {RPJPD} Kabupaten
Barito Timur Tahun 2AO8-2O28 fi"embaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2OO8

Nomor 16);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Pembentukan dan Susunan Peranglrat Daerah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2A2O Nomor 59,
Tambahan Lembaran Daerah Ka-bupaten Barito
Timur Nomor 5O);

IIEtrUTUSl(Ail:

PERATTIRAN BI'PATI TEIETAISG REITCA1SA KER.'A
PEMERIilTAII DAERAII KABI'PATEIY BARII1O TIUI'R
TIIfiIIS AtrGGARAil 2T22.

BAB I

rErEil?uAlt rnffirafi

Pagal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daeratr adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah

Ka.bupaten Barito Timur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten

Barito Timur.
7. l,ernbaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari
Badan-badan, Direas-dina.s dan Kaator-kantor.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana
Kerja Pemerintah Tahunaa Daerah Kabupaten
Barito Timur.

18.

Menetapkan
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BAB II

}IAI(ST'D, TUJUAIT DAil RUAIIG LIISGIII'P

ksal 2

RKPD Tahun 2A22 disusun dengan maksud
sebagai berikut :

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
yang diruiliki guna peninglcatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesernpatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, mampurr
peningkatan indeks pembangunan manusia
dalam kurun waktu 1 {satu} tahun kedepan.

b. menyediakan informasi bagi trremenuhan
laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang perlu disampaikan
kepada pemerintah.

{21 T\rjuan Penlrusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
adalah:

a. sebagai acuan bag seluruh OPD di
Kabupaten Barito Tirnqr dalaq menJrusun
program dan kegiatan yang dianggarkan
rnelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah {APBD} $raupun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {APBN} pada
Tahun Anggaran 2422;

b. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk
memlinalkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2O22;

c. sebagai pedoman dalam perlrusunan
Kebiiakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun 2422 yang
akan disampaikan kepada DPRD untuk
dibahas, disepakati dan dituangkan dalarn
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD
scft4 Horitas darl Plafon Anggaran
Sementara arttara DPRD Kabupaten Barito
Timur dengan Bupati Kabupaten Barito Timur
yang sehajutrrya akarr dijabarkan dalam

Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2A22;
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BAB III

REIICSI{A, rER.rA PEUERIITTAII DAERAH

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
untuk periode 1 {satu} ta}run, yang disusun
dengan mengacn pada Rencana Kerja Pemerintah
{RI{P} Tahun 2A2t.

{21 Rencana Kerja Pemerirrtah Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2A22, sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} pasal ini disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH KONDISI
DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB TV PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBAI{GUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB \,T KINER,.JA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB TV

I(ETEITTUAIT PE,RALIITAtrT

ksal 4

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
{RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2A22
sslagairnana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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BAB V

KEtrEIIITUAN PEIIUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Barito Timur.

Ditetapkan di Barilo Timur
pada tanggal S ;|ut, ZAZI

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamjang Layang
pada tanggal g Jut, 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO 
"IMUR 

TAHUN 2A2l NCMOR .,.69., ,
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